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Perlindungan Konsumen di Indonesia Sesuai Dengan UU R.I 

Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

P
erlindungan konsumen 
adalah segala upaya 
yang menjamin   adanya 
kepastian hukum untuk 

memberi perlindungan kepada 
konsumen. 

Sedangkan yang dimaksud dengan 
konsumen adalah setiap orang 
pemakai barang dan/atau jasa 
yang tersedia dalam masyarakat, 
baik bagi kepentingan diri sendiri, 
keluarga, orang lain maupun 
makhluk hidup lain dan tidak untuk 
diperdagangkan.

Dalam Undang-Undang No. 8 
tahun 1999 tentang Perlindungan 
Konsumen yang dimaksud dengan 
konsumen adalah konsumen akhir 
yaitu pengguna atau pemanfaat 
akhir suatu produk.

Asas-asas dalam perlindungan 
Konsumen:

1. Asas manfaat dimaksudkan 
untuk mengamanatkan 
b a h w a  s e g a l a  u p a y a 
dalam penyelenggaraan 
perlindungan konsumen 
harus memberikan manfaat 
sebesar-besarnya bagi 
ke  pentingan konsumen 
dan pelaku usaha secara 
keseluruhan.

2. Asas keadilan dimaksudkan 
agar partisipasi seluruh 
rakyat dapat diwujudkan 
secara maksimal dan mem-
berikan kesempatan kepada 
konsumen dan pelaku 
usaha untuk memperoleh 
haknya dan melaksanakan 
kewajibannya secara adil.

3. Asas keseimbangan dimaksud-
kan untuk memberikan 
ke seimbangan antara ke-
pentingan konsumen, pelaku 
usaha dan pemerintah 

dalam arti materiil ataupun 
spiritual.

4. Asas keamanan dan ke-
selamatan konsumen di-
maksudkan untuk mem-
b e r i k a n  j a m i n a n  a t a s 
ke amanan dan keselamatan 
kepada konsumen dalam 
penggunaan, pemakaian 
dan pemanfaat an barang 
dan/atau jasa yang di-
konsumsi atau digunakan;

5. Asas kepastian hukum 
dimaksudkan agar baik 
pelaku usaha maupun 
konsumen menaati hukum 
dan memperoleh keadilan 
dalam penyelenggaraan 

perlindungan konsumen, 
serta negara menjamin 
kepastian hukum.

Perlindungan konsumen ber-
tujuan:

Ȉ	 Meningkatkan	kesadaranǡ	
kemampuan dan kemandirian 
konsumen untuk melindungi 
diri;

Ȉ	 Mengangkat	 harkat	 dan	
martabat konsumen dengan 
cara menghindarkannya dari 
ekses negatif pemakaian 
barang dan/atau jasa;

Ȉ	 Meningkatkan	 pemberdayaan	
konsumen dalam memilih, 
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menentukan dan menuntut 
hak-haknya sebagai 
konsumen;

Ȉ	 Menciptakan	 sistem	 perǦ
l i n d u n g a n  k o n s u m e n 
yang mengandung unsur 
kepastian hukum dan 
keterbukaan informasi serta 
akses untuk mendapatkan 
informasi;

Ȉ	 Menumbuhkan	 kesadaran	
pelaku usaha mengenai 
pentingnya perlindungan 
k o n s u m e n  s e h i n g g a 
tumbuh sikap yang jujur 
dan bertanggung jawab 
dalam berusaha;

Ȉ	 Meningkatkan	 kualitas	
barang dan/atau jasa yang 
menjamin kelangsungan 
usaha produksi barang 
dan/atau jasa, kesehatan, 
kenyamanan, keamanan, 
dan keselamatan konsumen.

Pelaku usaha adalah setiap 
orang perseorangan atau badan 
usaha, baik yang berbentuk 
badan hukum maupun bukan 
badan hukum yang didirikan dan 
berkedudukan atau melakukan 
kegiatan dalam wilayah hukum 
negara Republik Indonesia, 
baik sendiri maupun bersama-
s a m a  m e l a l u i  p e r j a n j i a n 
menyelenggarakan kegiatan 
usaha dalam berbagai bidang 
ekonomi.

Barang adalah setiap benda 
baik berwujud maupun tidak 
berwujud,  baik  bergerak 
maupun tidak bergerak, dapat 
dihabiskan maupun tidak 
d a p a t  d i h a b i s k a n ,  y a n g 
dapat untuk diperdagangkan, 
dipakai, dipergunakan, atau 
dimanfaatkan oleh konsumen.

Jasa adalah setiap layanan 
yang berbentuk pekerjaan atau 
prestasi yang disediakan bagi 

masyarakat untuk dimanfaatkan 
oleh konsumen.

Hak konsumen adalah:

Ȉ	 Hak	 atas	 kenyamananǡ	
keamanan, dan keselamatan 
dalam mengkonsumsi 
barang dan/atau jasa;

Ȉ	 Hak	untuk	memilih	barang	
dan/atau jasa serta men-
dapatkan barang dan/atau 
jasa tersebut sesuai dengan 
nilai tukar dan kondisi serta 
jaminan yang dijanjikan;

Ȉ	 Hak	 atas	 informasi	 yang	
benar, jelas, dan jujur 
mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau 
jasa;

Ȉ	 Hak 	 untuk 	 d idengar	
pendapat dan keluhannya 
atas barang dan/atau jasa 
yang digunakan;

Ȉ	 Hak	 untuk	 mendapatkan	
advokasi, perlindungan, 
dan upaya penyelesaian 
sengketa perlindungan 
konsumen secara patut;

Ȉ	 Hak	 untuk	 mendapat	
pembinaan dan pendidikan 
konsumen;

Ȉ	 Hak	 untuk	 diperlakukan	
atau dilayani secara benar 
dan ju jur  serta  t idak 
diskriminatif;

Ȉ	 Hak	 untuk	 mendapatkan	
kompensasi, ganti rugi 
dan/atau penggantian, 
apabila barang dan/atau 
jasa yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian 
atau tidak sebagaimana 
mestinya ;

Ȉ	 HakǦhak	yang	diatur	dalam	
k e t e n t u a n  p e r a t u r a n 
p e r u n d a n g - u n d a n g a n 
lainnya.

Kewajiban konsumen adalah:

Ȉ	 Membaca	 atau	 mengikuti	
petunjuk informasi dan 
prosedur pemakaian atau 
pemanfaatan barang dan/
atau jasa, demi keamanan 
dan keselamatan;

Ȉ	 Ber it ikad	 baik 	 dalam	
m e l a k u k a n  t r a n s a k s i 
pembelian barang dan/atau 
jasa;

Ȉ	 Membayar	 sesuai	 dengan	
nilai tukar yang disepakati;
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Ȉ	 Mengikuti	upaya	penyelesaian	hukum	
sengketa perlindungan konsumen 
secara patut.

Hak pelaku usaha adalah: 

Ȉ	 Hak	untuk	menerima	pembayaran	yang	
sesuai dengan kesepakatan mengenai 
kondisi dan nilai tukar barang dan/
atau jasa yang diperdagangkan;

Ȉ	 Hak	 untuk	 mendapat	 perlindungan	
hukum dari tindakan konsumen yang 
beritikad tidak baik;

Ȉ	 Hak	untuk	melakukan	pembelaan	diri	
sepatutnya di dalam penyelesaian 
hukum sengketa konsumen;

Ȉ	 Hak	 untuk	 rehabilitasi	 nama	 baik	
apabila terbukti secara hukum bahwa 
kerugian konsumen tidak diakibatkan 
oleh barang dan/atau jasa yang 
diperdagangkan;

Ȉ	 HakǦhak	 yang	 diatur	 dalam	 ketentuan	
peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban pelaku usaha adalah:

Ȉ	 Beritikad	 baik	 dalam	 melakukan	
kegiatan usahanya;

Ȉ	 Memberikan	 informasi	 yang	 benarǡ	
jelas dan jujur mengenai kondisi dan 
jaminan barang dan/atau jasa serta 
memberi penjelasan penggunaan, 
perbaikan dan pemeliharaan;

Ȉ	 Memperlakukan	 atau	 melayani	 konǦ
sumen secara benar dan jujur serta 
tidak diskriminatif;

Ȉ	 Menjamin	 mutu	 barang	 danȀatau	 jasa	
yang diproduksi dan/atau diperdagangkan 
berdasarkan ketentuan standar mutu barang 
dan/atau jasa yang berlaku;

Ȉ	 Memberi	 kesempatan	 kepada	 konsumen	
untuk menguji, dan/atau mencoba barang 
dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan 
dan/atau garansi atas barang yang dibuat 
dan/atau yang diperdagangkan;

Ȉ	 Memberi	 kompensasiǡ	 ganti	 rugi	 danȀ
atau penggantian atas kerugian akibat 
penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan 
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

Ȉ	 Memberi	 kompensasiǡ	 ganti	 rugi	 danȀatau	
penggantian apabila barang dan/atau jasa 
yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai 
dengan perjanjian.

PERBUATAN YANG DILARANG BAGI PELAKU USAHA

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau 
memperdagangkan barang dan/atau jasa antara 
lain:

Ȉ	 Tidak	 memenuhi	 atau	 tidak	 sesuai	 dengan	
standar yang dipersyaratkan dan ketentuan 
peraturan perundangundangan;

Ȉ	 Tidak	 sesuai	 dengan	berat	 bersihǡ	 isi	 bersih	
atau netto, dan jumlah dalam hitungan 
sebagaimana yang dinyatakan dalam label 
atau etiket barang tersebut;

Ȉ	 Tidak	 sesuai	 dengan	 ukuranǡ	 takaranǡ	
timbangan dan jumlah dalam hitungan 
menurut ukuran yang sebenarnya;

Ȉ	 Tidak	 sesuai	 dengan	 kondisiǡ	 jaminanǡ	
keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana 
dinyatakan dalam label, etiket atau 
keterangan barang dan/atau jasa tersebut;

Ȉ	 Tidak	 sesuai	 dengan	 mutuǡ	 tingkatanǡ	
komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, 
atau penggunaan tertentu sebagaimana 
dinyatakan dalam label atau keterangan 
barang dan/atau jasa tersebut;

2.  Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang 
yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa 
memberikan informasi secara lengkap dan benar 
atas barang dimaksud.

3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan 
farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas 
dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan 
informasi secara lengkap dan benar.
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KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU

Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan 
dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan 
ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh 
pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu 
dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan 
wajib dipenuhi oleh konsumen.

Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau 
jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang 
membuat atau mencantumkan klausula baku pada 
setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila, antara 
lain:

Ȉ	 Menyatakan	 pengalihan	 tanggung	 jawab	
pelaku usaha;

Ȉ	 Menyatakan	 bahwa	 pelaku	 usaha	 berhak	
menolak penyerahan kembali barang yang 
dibeli konsumen;

Ȉ	 Menyatakan	 bahwa	 pelaku	 usaha	 berhak	
menolak penyerahan kembali uang yang 
dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang 
dibeli oleh konsumen;

Ȉ	 Menyatakan	pemberian	kuasa	dari	konsumen	
kepada pelaku usaha baik secara langsung 
maupun tidak langsung untuk melakukan 
segala tindakan sepihak yang berkaitan 
dengan barang yang dibeli oleh konsumen 
secara angsuran;

Ȉ	 Mengatur	perihal	 pembuktian	 atas	hilangnya	
kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang 
dibeli oleh konsumen;

TANGGUNG JAWAB PELAKU USAHA

Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan 
ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau 
kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang 
dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan. 
Ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau 
penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis 
atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan 
dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundangundangan yang 
berlaku.

Pemberian ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang 
waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi. 
Pemberian ganti rugi tidak menghapuskan 
kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan 

pembuktian lebih lanjut mengenai adanya 
unsur kesalahan. Ketentuan ini tidak berlaku 
apabila pelaku usaha dapat membuktikan 
bahwa kesalahan tersebut merupakan 
kesalahan konsumen.

PENYELESAIAN SENGKETA

Setiap konsumen yang dirugikan dapat 
menggugat pelaku usaha melalui lembaga 
yang bertugas menyelesaikan sengketa antara 
konsumen dan pelaku usaha atau melalui 
peradilan yang berada di lingkungan peradilan 
umum.

Penyelesaian sengketa konsumen dapat 
ditempuh melalui pengadilan atau diluar 
pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para 

pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa 
di luar pengadilan tidak menghilangkan 
tanggungjawab pidana sebagaimana diatur 
dalam Undang undang. Apabila telah dipilih 
upaya penyelesaian sengketa konsumen di 
luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan 
hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut 
dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak 
atau oleh para pihak yang bersengketa.

PENYELESAIAN SENGKETA DI LUAR PENGADILAN

Penyelesaian sengketa konsumen di luar 
pengadilan diselenggarakan untuk mencapai 
kesepakatan mengenai bentuk dan besarnya 
ganti rugi dan/atau mengenai tindakan 
tertentu untuk menjamin tidak akan terjadi 
kembali atau tidak akan terulang kembali 
kerugian yang diderita oleh konsumen.



Edisi Kedua - Agustus 2011

Jendela Informasi Hukum Bidang Perdagangan 23

PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PENGADILAN

Penyelesaian sengketa konsumen melalui 
pengadilan mengacu pada ketentuan tentang 
peradilan umum.

BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN

Ȉ	 Tugas	 dan	 wewenang	 badan	 penyelesaian	
sengketa konsumen antara lain:

Ȉ	 Melaksanakan	penanganan	dan	penyelesaian	
sengketa konsumen, dengan cara melalui 
mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;

Ȉ	 Memberikan	konsultasi	perlindungan	konsumenǢ

Ȉ	 Menerima	 pengaduan	 baik	 tertulis	 mauǦ
pun tidak tertulis, dari konsumen tentang 
terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan 
konsumen;

Ȉ	 Melakukan	 penelitian	 dan	 pemeriksaan	
sengketa perlindungan konsumen;

Ȉ	 Memanggil	 pelaku	 usaha	 yang	 diduga	
telah melakukan pelanggaran terhadap 
perlindungan konsumen;

Ȉ	 Memanggil	 dan	 menghadirkan	 saksiǡ	 saksi	
ahli dan/atau setiap orang yang dianggap 
mengetahui pelanggaran terhadap Undang-
undang ini;

Ȉ	 Memutuskan	dan	menetapkan	ada	atau	tidak	
adanya kerugian di pihak konsumen;

Ȉ	 Menjatuhkan	 sanksi	 administratif	 kepada	
pelaku usaha yang melanggar ketentuan 
Undang-undang ini.

Sebelum terbentuknya undang-undang tentang 
Perlindungan Konsumen ini, telah ada beberapa 
undang-undang yang materinya lebih khusus 
dalam melindungi kepentingan konsumen dalam 
satu hal, seperti: undang-undang yang mengatur 
mengenai hak-hak atas kekayaan intelektual yaitu 
tentang Paten, Merek dan Hak Cipta.

Perlindungan konsumen dalam hal pelaku 
usaha melanggar hak atas kekayaan intelektual 
tidak diatur dalam undang-undang tentang 
Perlindungan Konsumen ini karena sudah diatur 
dalam undang-undang yang khusus antara lain 
undang-undang tentang paten dan merek.

Undang-undang perlindungan konsumen ini 

merupakan aturan yang umum apabila telah ada 

aturan yang khusus mengenai suatu hal misalnya 

undang-undang yang khusus mengatur tentang 

perbankan yang mencakup aturan tentang 

perlindungan konsumen bidang perbankan maka 

undang-undang perbankan  yang digunakan.

(Piranti hukum yang melindungi konsumen tidak 

dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku 

usaha, tetapi justru sebaliknya mendorong iklim 

berusaha yang sehat demi lahirnya perusahaan 

yang tangguh dalam menghadapi persaingan 

melalui penyediaan barang dan/atau jasa yang 

berkualitas.)


